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BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 4S6 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

ATAS PEMBAYARAN HONORARIUM BULANAN MUSPIDA KABUPATEN SAMOSIR

Menimbang

Mengingat

TA. 2009 AN. Drs. TIGOR SIMBOLON
BUPATI SAMOSIR,

bahwa secara .yuridis formal saudara Drs. Tigor Simbolon
Sekretaris Daerah Samosir pada Tahun 2009 dinyatakan telah
merugikan daerah, sehingga perlu ditetapkan Pembebanan Kerugian
Daerah; ’

bahwa Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang
Pembebanan Kerugian Daerah; .

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4346); N
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 fentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

5. Undang-Undang....../



5.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan -
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578); N

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890); ‘
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); |
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010-tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6 );

14. Peraturan Daerah....../
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Peraturan Déerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupate’n Samosir (Lembaran
Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor
38);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan
Barang Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah -
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang'Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310); |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata* Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daérah; ‘
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

19. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3

20.

Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
Terhadap Bendahara;

Peraturan Bupati Samosir Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun
2011 Nomor 4 Seri F Nomor 209); |

21. Peraturan Bupati Samosir Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten
Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 43
Seri F Nomor 402); )

Memutuskan....../



-

Menetapkan_
KESATU Membebankan Kerugian Daerah kepada Saudara :
Nama . Drs. Tigor Simbolon
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
Tahun 2009
Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir
Nilai Kerugian Daerah © Rp. 18.000.000,00
Sumber Informasi : LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan TA. :
o 2009
Uraian : Pembayaran honorarium bulanan
Muspida Kabupaten Samosir berindikasi
merugikan keuangan daerah sebesar Rp.
136.620.000,00.

KEDUA Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
Wajib dibayarkan® atau disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah, dan
proses penyelesaian selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

MEMUTUSKAN

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan di

dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan-sebagaimana

mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada:

o=

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal

3 Jult 2017

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provsu;

Ketua DPRD Kabupaten Samosir;
Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.




